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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan
lugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan
perundangan-undangan untuk melaksanakan tugas urusan pemeritahan umum
di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2024-2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan yang
mendasar dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan srategis  untuk
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya
manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan
tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Provinsi Kalimantan Barat dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang
kesatuan bangsa dan politik untuk kurun waktu tahun 2024-2026. Dengan demikian,
semua program, kegiatan dan sub keg:atan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi, dan tantangan pembangunan kedepan, Materi Rencana
Strategis Tahun 2024-2026 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya
penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Pontianak, Juli 2023

Penhna Utama Médya
NIP. 19670221 198603 1 004
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu
aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan
persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan Nasional
tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem
politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan
penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat,
tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem
perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya
pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat
suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan
daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang
dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan
nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub
sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah yang disusun memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra juga berfungsi sebagai alat manajemen yang bertujuan untuk
membantu suatu organisasi didalam menentukan arah, tujuan dan masa depan
yang hendak dicapai, dan secara komprehensif menjelaskan tentang langkah-
langkah dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mencapai tujuan
organisasi melalui penerapan berbagai strategi yang telah dipilih dan ditetapkan.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-
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Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada
Tahun 2024 dan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir
pada Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh
Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Hal ini tertuang dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Kalimantan Barat
(Badan Kesbangpol) Tahun 2024-2026 merupakan serangkaian tindakan yang
dibuat secara bersama oleh seluruh jajaran yang ada di Badan Kesbangpol,
dengan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian tindakan
sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Rangkaian tindakan yang
telah disusun tersebut juga diharapkan mampu untuk menterjemahkan
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui
penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menunjang
pencapaian sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program, kegiatan dan
sub kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Badan Kesbangpol dan melaksanakan
peraturan perundangan-undangan serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Renstra 2024-2026 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pebangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

0N

4|Renstra Tahun 2024-2026



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kab/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2106;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Kasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Pereencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
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1.3 Maksud dan Tujuan

13.1

1.3.2

Maksud.

Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat pada
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun

2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesbangpol periode
2024-2026;

2. Menyusun program dan kegiatan serta prioritas pembangunan
daerah Provinsi Kalimantan Barat di urusan pemerintahan umum
dalam jangka waktu tahun 2024-2026;

3. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik di Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tahun
2024-2026;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) dan Perencanaan Penganggaran;

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang

rencana pembangunan tahunan;

Membangun partisipasi stakeholder Badan Kesbangpol;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan

sumber dana yang dimiliki Badan Kesbangpol.

N o

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 disusun dengan sitematika
sebagai berikut:

BAB |

BAB I
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PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Bab ini Memuat informasi tentang struktur organisasi, tugas pokok
dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok
sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.

Tahun 2024-2026



BAB Il

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

VI

VIl

VIl

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu
strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah perangkat daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat
daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan antara lain penjelasan renstra
sebagai pedoman dalam penyusunan renstra, memuat dasar
evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja, serta memuat
catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat

Badan Kesbangpol merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik. Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol kemudian
dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Badan Kesbangpol
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang
kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesbangpol
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
di wilayah provinsi;

8|Renstra Tahun 2024-2026



e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

di wilayah provinsi;

Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;

Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi;

Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

T @

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan
fungsi sebagai berikut:
a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan

Badan Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala

Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

1. penetapan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik;

2. perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik;

3. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

4. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
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10.

penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Badan Kesbangpol;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan
dengan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan
bangsa dan politik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan
Badan Kesbangpol, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi,
umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan
Badan Kesbangpol. Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1.
2.

3.

penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol;

Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset
di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan;
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7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Badan Kesbangpol;

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Sekretariat;

9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan

11. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Membawahi:
1. Subbagian Umum dan Aparatur.

Subbagian Umum dan Aparatur bertanggung jawab kepada Sekretaris

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang

umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan Kkebijakan
di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol,

c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan sekretariat;

d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi
di bidang umum dan aparatur;

e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan
aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada
Sub Bagian Umum dan Aparatur;

g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang
diserahkan oleh sekretaris.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa.
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Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai

fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan urusan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang

Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan,

partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

di bidang politik dalam negeri.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan
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pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan
situasi politik di wilayah provinsi;

3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan
situasi politik di wilayah provinsi;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik,
pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan
situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik,
pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
politik dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
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di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1.

2.

Penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah provinsi;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
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umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi
kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi
pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi, serta
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan
daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah
provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum
koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan
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g.

daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum
koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta
penanganan konflik di wilayah provinsi; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan
jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan
dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban.

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:

1.
2.

ok w

O N

Kepala Badan

Sekretariat

- Sub Bagian Umum dan Aparatur

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional
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2.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung
oleh sumber daya aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang pegawai
per 31 Januari 2023 yang terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari

24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan;

b. Tenaga Kontrak berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-
laki dan 2 (dua) orang perempuan.
Berikut tabel klasifikasi jumlah pegawai:

Tabel 1
Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

e - Jumlah (orang)
No Kualifikasi Pendidikan L aki-Laki Perempuan Total
1. Magister (S2) 6 4 10
2. Sarjana (S1) 5 3 8
3. Diploma 4 1 0 1
4, Diploma 3 1 1 2
5. | SLTA 10 3 13
6. | SD 1 0 1
Jumlah Keseluruhan 24 11 35
Tabel 2
Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
e - Jumlah (orang)
No Kualifikasi Pendidikan L aki-Laki Perempuan Total
1. Pembina Utama Madya (IV/d) 1 0 1
2. Pembina Tingkat | (IV/b) 5 0 5
3. Pembina (IV/a) 1 3 4
4, Penata Tingkat | (11l/d) 3 2 5
5. Penata (lll/c) 2 1 3
6. Penata Muda Tingkat | (11i/b) 4 3 7
7. Penata Muda (lll/a) 1 1 2
8. Pengatur Tingkat | (1l/d) 6 1 7
9. Pengatur (ll/c) 0 0 0
10. | Pengatur Muda (Il/a) 1 0 1
Jumlah Keseluruhan 24 11 35
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Tabel 3
Data PNS berdasarkan Jabatan

Jumlah (orang)
N . -
© Jabatan Laki-Laki | Perempuan Total
A. JPT Pratama
1. | Kepala Badan 1 0 1
B. Jabatan Administrasi

1. | Administrator 5 0 5

2. | Pengawas 0 1 1

3. | Pelaksana 14 6 20

C. Jabatan Fungsional
1. | Analis Kebijakan 4 4 7
Jumlah Keseluruhan 24 11 35
Tabel 4
Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan
Jumlah (orang)
N Jabat . ,

° abatan Laki-Laki | Perempuan Total
1. | Tenaga Administrasi 4 2 6
2. | Penjaga Malam 2 0 2

Jumlah Keseluruhan 6 2 8

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi
tanggungjawan Badan kesbangpol adalah tersedianya aset sebagai penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 5
Sarana
JUMLAH
NO. JENIS BARANG MERK/MODEL | BAHAN BARANG
1. | Komputer - 38 Unit
2. | Printer - 58 Unit
3. | Mesin Ketik - 6 Unit
4. | Laptop - 18 Unit
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JUMLAH
NO. JENIS BARANG MERK/MODEL | BAHAN BARANG
5. | Kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi 1 Unit
Pajero
6. | Kendaraan Roda 4 (empat) Nisan X Trail 1 Unit
7. | Kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi 1 Unit
Strada
8. | Kendaraan Roda 2 (dua) Honda 2 Unit
Tabel 6
Prasarana
TANAH DAN JUMLAH
NO. BANGUNAN LUAS KONDISI BARANG
1. | Gedung 1938 m2 Baik 1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun realisasi tingkat pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah Badan
Kesbangpol tahun 2018-2023 secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 7 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Badan Kesbangpol

unit
ata Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realiszsi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
Copaian | Capaan pa Jovab
No Sasaran Program Kegiatan Indikator Kineria ada A “Akhr Tahun
Perencaraan (2023)
Perencaraan
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unit

Target Rensira Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
Copaian | e Capaan pa Jovab
No Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja ada A
Perencamaan (2023)
Perencamaan
(018) 20190 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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Pengadaan ] Peringkatan
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unit

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realiszsi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
Copaian | e Capaan pa Jovab
No Sasaran Program Kegiatan Indikator Kineria ada A
Perencaraan (2023)
Perencaraan
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unit

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realiszsi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
o | copion paca Jovao
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Target Rensira Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
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omi Sosialisasi Ketahanan ) ) ) )
Spsiaea 0 0 #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO!
Retahanan o
Sosial Budaya Pengembangan
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POLITIK MASYARAKAT % o 0 #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO!
Posko dan Somiah Dokumen
1059 ' '
Pemilu dan Pemilukada Pemilu dan Pemilukada ° o 10000 ) 108,033, 9420 3350 094 100 oo oo
0.60
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Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realiszsi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
b ‘Target Capaian pada Jawab
No Sasaran Programy Kegiatan Indikator Kinerja E
Perencanaan (2023)
Perencanaan
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
G 7 g g iy T 7 ) ™ 5 i3 7 B 9 3 7T )
K Rp K Rp Rp Rp K Rp R R R R
1 2 3 4 5
K Rp Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp
Pemantauan Kegatan Forum Jumiah Peserta
Kerukunan Umat Beragama Pemartauan Kegiatan
i Prov. Kalimantan Barat Forum Kerukun
Uma Beragamadi 9911 0 0 #DIVI0! HDIVIO! HDIVIO! HDIVIO!
Prov. Kaimantan Barat
MonTtonng dan Evaluast Juriah KabKota yang
di
Kesatuan Bangsa dan Politk Evaluasi Penanganan 0 0 #DIVI0! HDIVIO! HDIVIO! HDIVIO!
Masalah Kesatuan
Bangsa dan Poliik
Rapat Kooraimas! Galam Jumlah Peserta Rapat
Pemilukada di Provinsi Persiapan Pemilu dan 0 0 #DIVI0! HDIVIO! HDIVIO! HDIVIO!
Kalimantan Barat Pemilukada di Provinsi
Rakor Forum Kerkunan Jumiah Peserta Rakor
Unat Beragama (FKUB) Forum Kertkunan
Provinsi Kalmantan Barat Unat Beragama » » » »
(FKUB) Prounet 0 0 #DIVI0! HDIVIO! HDIVIO! HDIVIO!
Kalimantan Barat
Pengembangan Juian Peserta
Multkulturalisme pada Pengembangan SOVl SOVl SOVl SOVl
Pelajar SMU Multkulturalisme pada 0 o OV DV #DIV/O! #DVIO!
Pelajar SMU
Peminaan Kepada Panal Jurian Peserta
Polik Pembinaan Kepada “OVI0! “OVI0! “OVI0! “OVI0!
PataiPolik 0 o OV DV #DIV/O! #DVIO!
Fasiias! Forum Kerokunan Juian Peserta
Unat Beragama (FKUB) VFasiltasi Forum
dikabupatenkata Provinsi Ketukunan Umat
Kalimantan Barat Beragama (FKUB) 0 0 #OVI0! #OVI0! #OVI0! #OVI0!
dikabupatenkata
Provnsi Kalimantan
Data Partal Jurmian Dokumen
Poltik se Kalimartan Barat Pemutakhiran Data
Partai Poliik se 0 0 #OVI0! #OVI0! #DIVI0! #DIVI0!
Kalimantan Barat
Fasiitas] dan Permbinaan Fasitas! dan
Forum Kewaspadaan Dini Pembinaan Forum y y y y
dibaerah Kewaspadaan Dini 0 0 #OVI0! #OVI0! #DIVI0! #DIVI0!
diDaerah
Fasiitas! dan Pembinaan Jumlah Peserta
Forum Kewaspadaan Dini Fasiitasi dan
Masyarakat di Daerah Pembinaan Forum SOVl . . .
Kewaspadaan D 0 0 #DVIO! #DVIO! #DVIO! #DVIO!
Masyarakat di Daerah
Koordinas|
Adrinstrasi Bantuan Koordinasi
g Poltik 52,07 JOVIO! JOVIO!
Adminstrasi Bantuan 0 0 100 20090 8953 5,000 090 1.00 #owio! #owvior
Keuangan Patai Poltik 00
Pemantauan Penanganan Jurmian Kabl Kotayang
Masalah Kebangsaan dan di Pantau Penanganan . . . .
Jiirtn Masaian Kebancaaan 976 0 0 #DVIO! #DVIO! #DVIO #DVIO
dan Politk
Tasiltas| Forum Kerukunan Jumiah Peserta
Umat Beragama (FKUB) fasilitasi Forum
Prov. Kalbar Kerukunan Umat 97.01 0 0 #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
Beragama (FKUB)
Prov. Kalbar
Dialog D Jumlah Peserta Dialog
Kalimantan Barat Demokrasi Provinsi 0 0 #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
Kalimantan Barat
Jumlah Peserta
Mulikuturalisme pada n . . . .
Pelajar SMU sederajat Mulikuturalisme pada o 0 oo oo oo oo
Pelajar SMU sederajat
Pemartauan Kegatan Jumiah Kabl Kotayang
Kerukunanan Umat di Pantau Kegiatan
Beragama di Prov. Kalbar Kerukunanan Umat 99.11 0 0 #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
Beragama di Prov.
Kalbar
Koordinas Penanganan Jumiah Peserta
Konflik Sosial Prownsi Koordinasi
Kalimantan Barat Penanganan Konfik 98.25 0 0 #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0! #DIVI0!
Sosial Provinsi
Kalimantan Barat
Penyusunan Raperda Penyusunan Raperda
Pencegahan dan Pencegahan dan
Penyalahgunaan dan terhadap
Peredaran Gelap Penyalahgunaan dan 0 0 0
Narkotka Psiatropka, Zat Peredaran Gelap - - - -
‘Adiif dan Prekursor Narkotka Pskatropka,
zat Adktif dan
Prekursor
Pemantauan Keberadazn Jumiah Keberadaan
dan Kegiatan Orang Asing di dan Kegiatan Orang 826 o o
daeah Asing d daeah - - - -
Rapat Koordmas! indeks Jumiah Peserta Rapal
Demokrasi indonesia Koordinasi Indeks
Provinsi Kalimantan Barat Demokrasi Indonesia o o o
Provinsi Kalimantan - - - -
Sosialisas| Budaya Paik Jumiah Peserta
santun Sosialisasi Budaya 3337
Polik Santun 0 0 100 e 92333 61,00 6.67 - - -
0.00
FGD Pengembangan Etka Jumlah Peserta FGD.
dan Budaya Poliik Santun Pengembangan Etika o o
dan Budaya Poliik - - - -
santun
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unit

Target Rensira Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Penanggung
Copaian | e Capaan pa Jovab
No Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja ada A
e Perencamaan (2023)
(018) 20190 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
7 g g o T 3 ) 7 T T 17 I} 5 % 7 =
3 " " " 3 "o "o o 3 o 3 o 3 o
1 2 3 4 5
K Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp Rp
Pembinaan Pendidkan Jumiah Peseria
Politk Bagi Calon Pemilh Pembinaan Pendidkan
Provinsi Kalmantan Politk Bagi Calon N o
Baral Pemiih Pemula -
Provinsi Kalmanian
Jumiah Pesera
Perempuan di Bidang Polii Pembinaan
Provinsi Kalmanian Barat Pemberd N N
Perempuan di Bidang
Politk Provinsi
Kalimanian Barat
Dialog Ierakif Pasipast Dialog nteraki
Polik Masyarakat Partsipasi Polik 0 0
ialog Penngkaan Jumiah Peseria Dialog
p Masyarakat pasi N N
Perbatasan Polik Masyarakal
Perbatasan
Talk Jomiah Peseria Tk
bagi Generasi Muda Show Pendidkan N N
Politk bagi Generasi
Muda
Tomba PIdto Etka dan Jumlah Pesera Lomba
Budaya Poliik tingkat Pidalo Eika dan o o
Menengah Atas Budaya Poltk tingket
Menengah Atas
PROGRAM PENUNIANG
URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Penunjang 71722
R e Urusan Pemerintahan 25 | 1022 o775 | 7362787 | ores | 7ewmazer | es2s | 772217 262 | 681957 262 | 467 | s 772,017 095 | o0ss | oss | o
Dacrah Prownsi & 823,00 438,00 638,60 112700 $17.60 638,60
Berencaraan PenganGaaran.
o Bt o e odmen
Perangkat Dacrah erencansan,
Penganggaran, dan o825 | 157,79 or7s | usesis | ores | 1woere1 | sezs 1577996 95.00 108,354, 6507 | 927924 | 9825 1577996 007 | oss | os | oss
Evaluasi Kineria yang 600,00 56,00 00.00 00.00 24400 760 0060
diPerangkat Daerah
AdmEiTaST Keuangan Joah Bokumen
Perangkat Daerah Administras] Keuangan 9825 soma 97.75 6,410,695 9795 6,378,784 9825 6,375,458 9185 588821 ao7013 | 9825 6,375,458
Perangkal Daerah s &b s S e B 6297 400 A 004 | o092 [ oes | o063
“AaTIITaS! Barang MK Jamiah Dokumen
Daerah packa Peranghet faminstres) Barang 9825 35000 9775 3,500,000 9795 3,500,000 9825 3,500,000 9938 347831 0 925 3,500,000 Loz 099
et b 00.00 00 00 00 3.00 00
erangkat Dacral
“AamInE TS Kepeganaan “Jumiah Dokumen
Perangkat Daerah minitrast 9825 | 194057 o775 | 1044412 | o795 | 7481640 | 9825 194,0579 9576 100,016, 768 | seel014 | 9825 104,0579 ose | o0ss | o | o
fncai 1900.00 0000 0.60 0000 600,00 600 00.00
erangkat Dacral
AdmEiTES U “Jumiah Dokumen
Perangkat Daerah ‘Administrasi Umum 25 | sazer2 o775 | w5043 | o7es | dsossea | 9825 | 3426120 9993 | 310284, 6a42 | 3023758 | ez | 426120 1oz | 100 | oss | ose
Perangkal Daerah 01500 98.00 3000 15.00 32600 9460 15,00
Peryediaan Jasa Penunang “Jumiah Dokumen
Unisanemertahan Penyedian dasa . 75 | sy | ores | ssrams | emes | ssosus w20 | zmoson | eres | smsmo | sz | sseus e | ose | oss | os
o o Dacrah .800.00 64.00 48.00 00.00 650,00 49.00 00.00
3 Jumiah Dokumen
Dacrah Penurjang Unisan Pemelharaan Barang
Pemeriniahan Daerah Milk Daerah 9825 | 139174 o775 | 187678 | o795 | 1001480 | 9825 139.174.4 99.96 138,717, 6376 1212333 | 9825 139,174,4 1oz | 100 | oes | oes .
Penunjang Urusan 400,00 15.00 37.00 0000 175.00 0260 0060
Pemeriniahan Darah
PROCRAVPENGUATAN | persenmc perguaan
EANCASLADAN Ideologi Pancasila Dan 100 413,730 o775 | 990a43 | 100 380,148,9 100 413,730,9 9995 | 399,044, 6636 | 2508815 100 413,730,9 1oz | 100 | oes | oes .
B A NGSAAN Karakier Kebangsaan 1906.00 2500 0060 0060 325,00 8100 0060
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Dokumen Perumusan
PemantapanPelaksanaan Kebiokan Teknis dan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakier Kebangsaan Foldksansen Digem 100 413,730 o775 399,944,3 100 380,148,9 100 413,730,9 99.95 399,763, 6636 250,861,5 100 413,730,9 Lo2 100 o | oee
e 1900.00 25.00 00.00 00.00 221.00 81.00 00.00 .
Kebangsaan yang
disusun
PROGRAM Perseriame
PERAN PARTAI POLITIK Peningkatan Peran
DAN LEMBAGA Partai Politk Dan
pENDDKANVELALL | Lembagaperdidan oz | wam ars | somem | oros | romew | s | sorasme war | aomm | me | romae | sem | 7m0 PR IR I B )
PENGEMANAN Enn e er pres 637.00 30000 91,800.00 9,707.00 687.00 91,800.00
SERTA BUDAYA POLITIK Pengembangan Etka
erta Budaya Polic
Perumusan Kebjakan
Teknis dan Pemaniapan Dokumen  Perumusan
Pelaksanaan Bidan Kebiakan Teknis dan
Pendidikan Politk, Etika Pemartapan
Budaya Politk, Peloksanaan  Bidang
Peningkatan Demokrasi, Pendidkan ok,
Fasilias Kelembagaan Etka Budaya  Poltk,
Pemerintahan, Perwakilan Peningkat:
dan Partal Politk, Demokras, _ Fasiliasi 07138
FemilihantmumiPerilinan Kelembagaan 925 o o775 | aoesstr | ores | 7omem0 | 9s2s 107,1380 9907 | 402726 9981 | 7069106 | 825 107,1380 1o | 100 | 102 | 100
Umum Kepala Daerah, Pemeriniahan a1 637.00 30000 91,500.00 9,707.00 687.00 91,800.00 -
serta Pemantauan Situasi Penviakilan dan Partai
Politik Politk, _Pemilinan
UmumyPemilihan
Umum Kepala Daerah,
Pemantauan
Sitasi Polik  yang
disusun
Persertase
DANDENGAVASAN Pemberdayaan Dan
P Pengawasan 9825 | 209554 o775 | 13679 | ores | 2060021 | o825 | 2005540 9982 | 350723, 5035 1042176 | o825 | 2095540 102 | 100 | ost | oso .
R CATAN Organisasi 1000.00 50.00 00.00 0000 994,00 5000 0060
Kemasyarakatan
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unit

TogesRensia Perangeat Daeah Tatun Reasai Capaian Tahun RasioCapaan ada Tahun Penanggung
Copin | gt Capaan pada Savab
Mo | sasman Progani Kegiatan ndiator Kneta sda v
Perencaraan (6029
Perencaraan
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
7 g g = T = = @ = % iy = = = 7 m
7 & &3 &3 T ™ ¥ 0 7 0 7 0
: 2 s s s
« " « " " " Kl | x| "
Ferarvn Kb —
TElors an pemanipan
Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis dan
Pemberdayaan Pemantapan
Pemberdajean Pelican  sidang
donPengn Pemseragaan ° G wzs | 20assa 75 | siase | wres | asems | smes | z9ssao swee | wors | soas | s | sz | zomssao P I N
Kema: Pengawasan .000.00 60.00 00.00 00.00 994.00 60.00 00.00 -
yaakain
Skt
Rty arkatan yang
G
SRS PEEITN Pere P
DAN PENGENBANGAN Dan Pengenbargan w2 | 2070 75 | aosacea | wros | aosssss | smes | 27500 wor | ansee | wsst | wosmer | swzs | om0 P I T )
KETAHANAN EKONOM Ketararan chora 0000 850 Teoaco Soo g0 581000 S0to
Perumuzn Kebiakan Dokumen Perumsar
eknis dan Kebijakan Teknis dan
Fomancpanpolaksanaan | Keblskan T
idarg Ketahenen Peleksanaan Bicang w25 | 206750 75 | aosisea | sres | zo1sess | seas | 2067500 sosa | aorsea | seer | oasmer | sszs | 2067500 1o | 100 | 102 | 100 )
Eonoml, Sosial dan Ketahanan Ekonomi, ,000.00 15.00 1,600.00 00.00 449.00 0,940.00 00,00
udaya Sosial dan Budaya
Jong
FROGRAT PENNGRATAN | Perserae
KEWASPADAAN Penmikatn
NASIONAL DAN Kewaspadaan Nasional 16004
PENNGKATANKUALITAS | Dan Potngiaian was | 1800 s | owero | ores | ismoss | smas | secosse oros | smom | coss | wooseo | sezs | secoae o | osr | os | os
DAN FASILITASI Kualitas Dan Fasilitasi l)l)‘ 85.00 ,300.00 ,400.00 155.00 50.00 ,400.00
PEVANGARAN KONFLI | eranganan Kontk
SO S
Perurun KebTaRar
Teks can Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Dokumen Perumusan
Nasional dan Penanganan Kebijakan Teknis dan
Konflik Sosial ;g‘y:‘;s:;‘;:;‘ 16004
s | 18 s | owero | ores | asmess | smas | secosse oros | seom | coss | woosso | sezs | secoae
Kewaspadaan 32.40. 85.00 ,300.00 ,400.00 155.00 50.00 ,400.00 099 097 062 060
Nasione %
Péranganan Kontk
Soslyamgdsisun
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Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target
yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator yang fluktuatif di dalam
pencapaian target kinerja antara lain adanya Perubahan terkait Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan, yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menyesuaikan
anggaran yang tersedia.

Data untuk tahun 2018 s.d. 2023 terjadi Rasionalisasi dan efesiensi anggaran
sehigga berimplikasi hambatan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar di dalam
pencapaian target kinerja. Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan
beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi
dan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Rasionalisasi dan efesiensi anggaran tersebut berimplikasi hambatan bagi
Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar di dalam pencapaian target kinerja.
Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang
harusnya dilaksanakan harus dituda sampai dengan tersedianya alokasi
anggaran untuk kegiatan yang dimaksud.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan
Kesbangpol selama 5 tahun terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang
mendukung tercapainya target tersebut adalah : a. Terkait penyebaran faham
radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang
dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam
pemahaman tersebut; b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara
stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat;
Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari
peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan
pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan
sosial di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Badan
Kesbangpol untuk menciptakan keadaan Kamtrantibmas yang zero accident
adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran
Ormas-Ormas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol antara lain:
1. Perangkat Daerah berjumlah 45
2. Instansi Vertikal berjumlah 44
3. Lembaga Pendidikan:
a. SMA Negeri dan Swasta berjumlah 459
b. SMK Negeri dan Swasta berjumlah 228
c. SLB negeri dan Swasta berjumlah 24
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d. Perguruan Tinggi berjumlah 96
e. MA Negeri dan Swasta berjumlah 146

'_\
Boo~No 0N

Organisasi Kemasyarakatan berjumlah 649
Organisasi Kepemudaan berjumlah 8
Sanggar Seni dan Budaya berjumlah 585
Lembaga Keagamaan berjumlah 8

FKDM berjumlah 14

UMKM berjumlah 196.656

Partai Politik berjumlah 18

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai
tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah,dimana
pemerintahan yang beragam suku, ras, agama dan budaya berdampak
meningkatnya potensi konflik sosial yang cukup tinggi dan dapat mengancam
integrasi nasional. Dari permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasikan
sebagai Tantangan dan Peluang yang dihadapi Badan Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain:

1. Tantangan
a. Tantangan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter
Bangsa

1)

2)

3)

Ada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang
berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga menjadi
tantangan sekaligus ancaman dalam peningkatan wawasan
kebangsaan, Ideologi dan bela negara

Perlu pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai ideologi
Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen

b. Tantangan Bidang Politik dalam Negeri

1)
2)

3)

4)

5)

Perlunya pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika,
moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi

Penguatan infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi
pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi

Adanya potensi disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sebagai akibat konflik politik dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan

Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma
dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum
dewasa dalam berdemokrasi

Jumlah Pemilih Pemula yang semakin meningkat setiap tahunnya

c. Tantangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan
Organisasi Kemasyarakatan

1)
2)

Meningkatnya Keberadaan Ormas
Meningkatnya Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika
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3) Meningkatnya sikap intoleransi dan radikalisme

4) Meningkatnya jumlah penduduk dan kesenjangan ekonomi

5) Berkembangnya Teknologi Informasi dan Budaya Asing yang
mempangaruhi budaya lokal

d. Tantangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

1) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya penanganan
konflik dan paham terorisme serta radikalisme di masyarakat

2) Minimnya data kasus konflik sebagai bahan pengambilan kebijakan
di bidang penanganan konflik

3) Keberadaan orang asing yang berada di wilayah Kalimantan Barat
masih banyak yang belum terpantau

4) Belum tersedianya Indeks Kewaspadaan Nasional

2. Peluang
a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
1) Adanya Program/Kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan
kebangsaan, nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Bela Negara
2) Meningkatkan pelayanan di bidang di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang efektif dan efisien
3) Adanya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara
Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota
4) Adanya bantuan hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan
b. Bidang Politik dalam Negeri
1) Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur
politik
2) Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan rakyat
3) Berkembangnya partisipasi politik masyarakat
4) Semakin mudahnya memperoleh berbagai informasi politik maupun
informasi lainnya melalui berbagai media baik lembaga pemerintah
maupun lembaga resmi lainnya
c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi
Kemasyarakatan
1) Partisipasi Ormas dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional
2) Peran Aktif Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam
menciptakan harmonisasi dan moderasi beragama
3) Peran Aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan
narkotika
4) Pertumbuhan UMKM
5) Pelestarian kebudayaan daerah
d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya penanganan
konflik dan paham terorisme serta radikalisme di masyarakat
2) Penyediaan data kasus konflik sebagai bahan pengambilan
kebijakan di bidang penanganan konflik
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3) Penyediaan data orang asing yang berada di wilayah Provinsi
Kalimantan Barat sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini

4) Penyediaan Indeks Kewaspadaan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Barat memberikan sejumlah layanan baik layanan
yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan
yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Barat.

a. Pelayanan Internal

1) lzin Belajar/Tugas Belajar

2) Penerbitan Surat Keterangan

3) Rekap Kinerja PNS

4) Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

5) Pembinaan PNS

6) Cuti PNS

7) Penerbitan PAK

8) Pemilihan Pegawai Terbaik

9) Usulan ASN Teladan

10) Pengajuan Mutasi Keluar

11) Penyusunan Buku DUK

12) Pengusulan SLKS

13) Pengusulan Ujian Dinas

14) Pengumpulan SKP

15) Pengusulan Diklat

16) Pengusulan Kenaikan Pangkat

17) Pengusulan Perubahan Jabatan Fungsional

18) Pengusulan Perubahan Status CPNS

19) Penjatuhan Hukuman Disiplin

20) Pengajuan Pensiun

21) Pelayanan Usulan Taspen

22) Pelayanan Tamu

23) Pelayanan Konsultasi

24) Pengagendaan Surat

25) Permintaan Penomoran

26) Pengurusan Surat Keluar

27) Pengurusan Surat Masuk

28) Penerbitan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

29) Penerbitan Surat Perintah Tugas

30) Pengajuan Usulan LP2P

31) Persiapan Pelaksanaan Rapat

32) Pengamanan Kantor

33) Pengurusan Barang Pakai Habis

34) Penggunaan Tempat

35) Penanganan Rumah Tangga Kantor
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36) Penghapusan Arsip

37) Peminjaman Kendaraan Dinas

38) Penyusunan Rencana Strategis

39) Penyusunan Rencana Kerja

40) Penyusunan RKA SKPD

41) Penyusunan DPA SKPD

42) Penyusunan RKA SKPD Penyempurnaan/Perubahan

43) Penyusunan DPA SKPD Penyempurnaan/Perubahan

44) Pengumpulan Data Kinerja

45) Perbaikan Data Kinerja

46) E-Kinerja

47) Penyusunan Manajemen Resiko

48) Monev Kinerja

49) Pelaksanaan dan Pelaporan Monev

50) Penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja/LKPJ/LPPD

51) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

52) Pencatatan Buku Kas Umum (BKU)

53) Pembayaran Pajak

54) Pengajuan SPM Gaji

55) Pengajuan SPM GU

56) Pengajuan SPM TU

57) Pengajuan SPM LS

58) Pengajuan Dana UP

59) Pengajuan Belanja Online

60) Pencairan Dana Kegiatan

61) Pelaksanaan Verifikasi SPJ

62) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

63) Penyusunan Laporan Keuangan

64) Penyusunan CalLK

65) Penerimaan Barang Inventaris

66) Pengeluaran Barang Inventaris

67) Pengadaan/Pemeliharaan Barang

68) Pengurusan Barang

69) Penghapusan Barang

70) Penyimpanan Barang

71) Penyusunan RKBMD

b. Pelayanan Eksternal

1) Fasilitasi Penyediaan Narasumber

2) Pelaksanaan Lomba

3) Pemberitahuan/Pemanggilan Peserta Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/
Dialog/FGD/Talkshow/Rapat Koordinasi

4) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dialog/FGD/Talkshow/
Rapat Koordinasi

5) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dialog/FGD/Talkshow/
Rapat Koordinasi Virtual
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6) Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Nasional

7) Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Nasional Virtual

8) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik Baru

9) Verifikasi dan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

10) Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik

11) Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten/Kota

12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

13) Pelaporan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

14) Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
Kemasyarakatan Tidak berbadan Hukum

15) Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

16) Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Proposal Dana Hibah

17) Verifikasi Pencairan Dana Hibah

18) Penyampaian Pelaporan PAGN

19) Pemberian Pertimbangan Teknis Usulan Penelitian

20) Pelaporan Situasi Daerah

21) Penanganan Konflik Sosial

22) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing/Peneliti Asing/Lembaga Asing

23) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial
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BAB llI
PERMASALAHAN DAN

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat,
maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas,
pokok dan fungsi yaitu:

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain
sebagai berikut:

1.

2.

3.

Masih kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan
bela negara bagi generasi muda

Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di
masyarakat

Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang
mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin
mengganti dengan ideologi lain

Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai
dengan tantangan zaman

Masih Kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku
serta umat beragama

b. Bidang Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:

1.

2.

3.

Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan
pemilu dan Pemilihan, antara lain Netralitas ASN, Politik Identititas dan
Politisasi SARA, Hoaks di Media Sosial, Kampanye Hitam dan lain
sebagainya

Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas
kelembagaan demokrasi terutama pada Infra Struktur Politik

Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

1.

Masih banyaknya Ormas yang belum memahami ketentuan peraturan
perundang-Undangan dan belum melaksanakan kegiatannya sesuai
dengan AD/ART Ormas

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika (Penelitan BNN
bersama BRIN, BPS Tahun 2021: Prevalensi naik dari 1,80% menjadi
1,95%)

Berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme yang telah mengarah
pada aksi anarkisme terhadap kelompok tertentu

Belum meratanya tingkat Perekonomian di daerah Kalimantan Barat;
Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya asli
masyarakat Kalbar
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d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai

berikut :

1. Belum efektifnya monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan
kewaspadaan dini di daerah

2. Masih kurangnya dukungan antar Instansi Pemerintah, Perangkat
Daerah dan Forum Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
deteksi dan cegah dini

3. Tingkat Kerawanan Konflik di Kalimantan Barat sangat tinggi

4. Masih berkembangnya paham terorisme dan radikalisme di masyarakat

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama
bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu
upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu
senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang
dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan
sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dankewilayahan yang
dapat mengarah timbul nya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi
horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang
rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama
lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas,
kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social
ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang
merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik
dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat
masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta
kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya
indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor
ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.
Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Kalimantan
Barat, dapat dikemukakan isu strategis yang terkait dengan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaand Dan Karakter Bangsa.
a) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila
melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan
b) Penguatan karakter bangsa dan Bela Negara bagi generasi muda
¢) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui fasilitasi
pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2. Bidang Politik Dalam Negeri.
a) Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
b) Penguatan Etika dan Budaya Politik
c) Penguatan Kelembagaan Demokrasi
d) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
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3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi

Kemasyarakatan.

a) Penguatan peran Ormas.

b) Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam
menciptakan Harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan moderasi
beragama.

c) Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat.

4. Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik.
a) Penguatan kewaspadaan dini di masyarakat.
b) Pencegahan Konflik Sosial masyarakat.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kesbangpol
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja
pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara
keseluruhan.

Tujuan Renstra masa transisi ini merupakan sesuatu yang akan dicapai
dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-
isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Sedangkan
sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan atau bulanan. Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan stratejik yang fokus utamanya adalah tindakan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi

a. Tujuan
Tujuan dalam menangani isu strategis daerah serta memecahkan
permasalahan yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Barat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode
waktu 2024-2026, yaitu :
1) “Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan
Politik”.
b. Sasaran
Sebagai sasaran dari masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya menetapkan
sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2024-2026, yaitu :
1) “Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan
Politik”
2) “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada
Pelayanan Publik”.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga

dalam periode waktu 2024-2026, yakni dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai
berikut:
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Tabel 8 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026

) ) ) Target Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatkan Pemahaman Terhadap Indeks Pemahaman Kesatuan 32,61 44,59 58,44
Kesatuan Bangsa dan Politik Bangsa dan Politik
1. Meningkatnya Pemahaman Persentase Pemahaman 32,61 44,59 58,44
Terhadap Kesatuan Bangsa kelompok Masyarakat terhadap
dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Meningkatnya Tata Kelola Indeks Kepuasan Masyarakat B B B
Pemerintahan yang berorientasi | Perangkat Daerah (87,90) (88,10) (88,30)
pada pelayanan publik
Indeks Reformasi Birokrasi B B BB
(RB) Perangkat Daerah (66,10) (68,10) (70,20)
Nilai Sistem Akuntabilitas B B BB
Kinerja Instansi Pemerintah (66,10) (68,10) (70,20)
(SAKIP) Perangkat Daerah

Keterangan:
Kelompok Masyarakat antara lain:
No Kelompok Masyarakat Jumlah
1 | Perangkat Daerah 45
2 | Instansi Vertikal 44
3 | Lembaga Pendidikan:
a. SMA Negeri dan Swasta 459
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No Kelompok Masyarakat Jumlah
b. SMK Negeri dan Swasta 228
c. SLB negeri dan Swasta 24
d. Perguruan Tinggi 96
e. MA Negeri dan Swasta 146
4 | Organisasi Kemasyarakatan 649
5 | Organisasi Kepemudaan 8
6 | Sanggar Seni dan Budaya 585
7 | Lembaga Keagamaan 8
8 | FKDM 14
9 | UMKM 196.656
10 | Partai Politik 18
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program proritas dalam
mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan
masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,
rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan
akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh
karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program
pembangunan Operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat
daerah.

Kebijakan sendiri merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan
dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan
kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-
kebijakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi
pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Strategi dan kebijakan yang ingin dilakukan
untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yakni:

Tabel 9 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

Meningkatnya

Pembinaan wawasan

Peningkatan nasionalisme,

Pemahaman Pemahaman kebangsaan dan ketahanan karakter Bangsa, Bela Negera
Terhadap Terhadap nasional dalam rangka dan penguatan nilai-nilai
Kesatuan Kesatuan memantapkan pengamalan Ideologi Pancasila

Bangsa dan Bangsa dan Pancasila, pelaksanaan

Politik Politik Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Tahun 1945, pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pemantapan Pendidikan
Politik dan Etika Budaya Politik
dalam rangka Pengembangan
kehidupan Demokrasi
berdasarkan Pancasila

Peningkatan Pendidikan
Politik, Peran Partai Politik
dan Lembaga Pendidikan
Politik dalam rangka
pengembangan Etika dan
Budaya Politik

Pemberdayaan dan
pengawasan organisasi
kemasyarakatan menuju
kesejahteraan masyarakat
yang madani

Meningkatkan peran Ormas

dalam menjaga, memelihara
dan memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa

Pembinaan kerukunan
antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal,
regional, dan nasiona serta
Fasilitasi dan Peningkatan
Ketahanan Ekonomi dan
Sosial Budaya

Meningkatkan peran Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat,
Tokoh Agama dalam
menciptakan harmonisasi dan
moderasi beragama serta

peningkatan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya

Koordinasi pelaksanaan tugas
antarinstansi pemerintahan
yang ada di wilayah Daerah
provinsi dan Daerah
kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan
yang timbul dengan
memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta
keanekaragaman Daerah dan
penanganan konflik

Meningkatkan peran
masyarakat dalam
Kewaspadaan Nasional di
Daerah dan Meningkatkan
Penanganan Konflik Sosial
serta Kerjasama Intelijen
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna
mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk
melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-
upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan—permasalahan yang
dihadapi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka waktu Periode 2024-
2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang
mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya

politik
d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,

Sosial dan Budaya
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program
dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu
keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan dan sub
kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan

Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

dengan Sub Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
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e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara
lain:
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
d) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD
h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub
Kegiatan antara lain:
a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
f) Penataausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan
antara lain:
a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara
lain:
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g) Penyediaan Bahan/Material
h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
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1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
J) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
dengan Sub Kegiatan antara lain:
a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
d) Pengadaan Aset Tak Berwujud
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
lainnya
f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub
Kegiatan antara lain:
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
c) Pemeliharaan Mebel
d) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
e) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
f) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
h) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Kerakter Kebangsaan,
dengan Kegiatan antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakrter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan
antara lain:

a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
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c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

e) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

f) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik, dengan Kegiatan antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, = Peningkatan = Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai  Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, = Peningkatan = Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politikk, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasikelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
dengan Kegiatan antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan
Sub Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daera.

c) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

d) Pelaksanaan  Koordinasi Dibidang  Pendaftaran = Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial
Dan Budaya, dengan Kegiatan antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
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f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan
antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan
Kegiatan antara lain:

a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Samalntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah.

b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah.

c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah.

d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah.

e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 2024-2026 di lingkungan Badan Kesbangpol beserta
indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel
berikut ini:
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Tabel 10 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
Tujuan, Sasaran, pada Tahun . . Daerah Lokasi
Program dan Kondisi Kinerja pada Akhir
TUIUAN SASARAN Kode Kegiatan (Ou’:t’é(())?nr:)mdan Pere’?\‘g::\aan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Pegaanvgagglng
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatkan 8 UNSUR Indeks 17,85 32,61 656.364.000.000 44,59 34.293.500.000 58,44 35.108.500.000 58,44 725.766.000.000 Badan
Pemahaman PEMERINTAHAN Pemahaman Kesbangpol
Terhadap Kesatuan UMUM Kesatuan Bangsa Provinsi Kalbar
Bangsa dan Politik dan Politik
Meningkatnya 801 BADAN Persentase 17,85 32,61 656.364.000.000 44,59 34.293.500.000 58,44 35.108.500.000 58,44 725.766.000.000 Badan
Pemahaman KESBANGPOL Pemahaman Kesbangpol
Terhadap Provinsi KALBAR kelompok Provinsi Kalbar
Kesatuan Bangsa Masyarakat
dan Politik terhadap Kesatuan
Bangsa dan Politik
801011 PROGRAM Persentase 36,47 42,49 11.573.500.000 71,89 12.713.500.000 100,00 13.583.500.000 100 37.870.500.000 Bidang
PENUNJANG Pemenuhan Sekretariat
URUSAN Penujang Urusan
PEMERINTAHAN Pemerintahan
DAERAH PROVINSI Daerah Provinsi
80101 1.01 Perencanaan Persentase 32,81 32,81 340.000.000 65,63 380.000.000 100,00 450.000.000 100,00 1.170.000.000 Bidang
Penganggaran dan Terlaksananya Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perencanaan
Perangkat Daerah Penganggaran
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
80101 1.0101 Penyusunan Jumlah Dokumen 2 2 80.000.000 2 80.000.000 3 90.000.000 7 250.000.000 Bidang Pontianak
Dokumen Perencanaan Sekretariat
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
80101 1.0102 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan RKA-SKPD dan Sekretariat
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
80101 1.0103 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Perubahan RKA- Sekretariat
Dokumen Perubahan SKPD dan Laporan
RKA-SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Jrr1Q|kalorsK|nerJa Datg CTapr?lan Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan UJug:‘égr:\Sn?rany Pl Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0104 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan DPA- DPA-SKPD dan Sekretariat
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
80101 1.0105 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Perubahan DPA- Sekretariat
Perubahan DPA- SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
80101 1.0106 Koordinasi dan Jumlah Laporan 12 12 40.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 36 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat
Capaian Kinerja dan dan Iktisar
Iktisar Realisasi Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
80101 1.0107 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 3 3 60.000.000 3 50.000.000 3 60.000.000 9 170.000.000 Bidang Pontianak
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Sekretariat
Perangkat Daerah
80101 1.02 Administrasi Persentase 46,32 57,35 7.130.000.000 78,68 7.630.000.000 100,00 8.170.000.000 100,00 22.930.000.000 Bidang
Keuangan Perangkat Terlaksananya Sekretariat
Daerah Adminisrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
80101 1.0201 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 35 49 6.500.000.000 49 7.000.000.000 49 7.500.000.000 49 21.000.000.000 Bidang Pontianak
Tunjangan ASN yang menerima Sekretariat
Gaji Dan
Tunjangan ASN
80101 1.0202 Penyediaan Jumlah Dokumen 0 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 210.000.000 Bidang Pontianak
Administrasi Hasil Penyediaan Sekretariat
Pelaksanaan Tugas Administrasi
ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
80101 1.0203 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 36 900.000.000 Bidang Pontianak
Penatausahaan dan Penatausahaan Sekretariat
Pengujian / Verifikasi dan Pengujian /
Keuangan SKPD Verifikasi
Keuangan SKPD
80101 1.0204 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 70.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 220.000.000 Bidang Pontianak
Pelaksanaan Hasil Koordinasi Sekretariat

Akuntansi SKPD

dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Jrr1Q|kalorsK|nerJa Datg CTapr?lan Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan UJug:‘égr:\Sn?rany Pl Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.02 05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 1 70.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 3 145.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sekretariat
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
80101 1.0206 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen 1 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Sekretariat
Tanggapan Pemeriksaan dan
Pemeriksaaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
80101 1.0207 Koordinasi dan Jumlah Laporan 12 12 70.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 36 230.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Sekretariat
Keuangan Bulanan / / Triwulan /
Triwulan / Semesteran SKPD
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulan
/ Semesteran
SKPD
80101 1.0208 Penyusunan Jumlah Dokumen 1 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 Bidang Pontianak
Pelaporan dan Pelaporan dan Sekretariat
Analisis Prognosis Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Realisasi
Anggaran
80101 1.03 Administrasi Barang Persentase 33,33 33,33 103.500.000 66,67 133.500.000 100,00 163.500.000 100,00 400.500.000 Bidang
Milik Daerah Pada Terlaksananya Sekretariat
Perangkat Daerah Administrasi
Barang Milik
Daerah Pada
Perangkat Daerah
80101 1.0301 Penyusunan Jumlah Rencana 1 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 Bidang Pontianak
Perencanaan Kebutuhan Barang Sekretariat
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah
80101 1.0302 Pengamanan Barang Jumlah Dokumen 1 1 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 3 10.500.000 Bidang Pontianak
Milik Daerah SKPD Pengamanan Sekretariat
Barang Milik
Daerah SKPD
801011.0303 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 Bidang Pontianak
Penilaian Barang Milik Hasil Penilaian Sekretariat
Daerah SKPD Barang Milik
Daerah SKPD dan
Hasil Koordinasi
dan Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD
80101 1.0304 Pembinaan, Jumlah Laporan 1 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 Bidang Pontianak
Pengawasan, Dan Hasil Pembinaan, Sekretariat

Pengendalian Barang
Milik Daerah Pada
SKPD

Pengawasan, Dan
Pengendalian
Barang Milik
Daerah Pada
SKPD
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Jrr1Q|kalorsK|nerJa Datg CTapr?lan Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan UJug:‘égr:\Sn?rany Pl Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0305 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 4 4 20.000.000 4 25.000.000 4 30.000.000 12 75.000.000 Bidang Pontianak
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Sekretariat
Barang Milik Daerah Penyusunan
pada SKPD Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD
80101 1.0306 Penatausahaan Jumlah Laporan 1 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 Bidang Pontianak
Barang Milik Daerah Penatausahaan Sekretariat
pada SKPD Barang Milik
Daerah pada
SKPD
801011.0307 Pemanfaatan Barang Jumlah Dokumen 1 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 Bidang Pontianak
Milik Daerah SKPD Hasil Sekretariat
Pemamfaatan
Barang Milik
Daerah SKPD
80101 1.05 Administrasi Persentase 30,90 36,93 340.000.000 74,37 600.000.000 100,00 535.000.000 100,00 1.475.000.000 Bidang
Kepegawaian Tertatanya Sekretariat
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
80101 1.0501 Peningkatan Sarana Jumlah Unit 1 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 90.000.000 Bidang Pontianak
dan Prasarana Peningkatan Sekretariat
Disiplin Pegawai Sarana dan
Prasarana Disiplin
Pegawai
80101 1.0502 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket 4 2 25.000.000 4 250.000.000 2 150.000.000 8 425.000.000 Bidang Pontianak
Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Sekretariat
Kelengkapannya Beserta Atribut
Kelengkapannya
80101 1.0503 Pendataan dan Jumlah Dokumen 36 49 35.000.000 49 40.000.000 49 45.000.000 147 120.000.000 Bidang Pontianak
Pengolahan Pendataan dan Sekretariat
Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
80101 1.0504 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 Bidang Pontianak
Pelaksanaan Sistem Hasil Koordinasi Sekretariat
Informasi dan Pelaksanaan
Kepegawaian Sistem Informasi
Kepegawaian
80101 1.0505 Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen 36 49 35.000.000 49 40.000.000 49 45.000.000 147 120.000.000 Bidang Pontianak
dan Penilaian Kinerja Monitoring, Sekretariat
Pegawaian Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Kepegawaian
80101 1.0509 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 15 15 70.000.000 15 75.000.000 15 80.000.000 45 225.000.000 Bidang Dalam dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Sekretariat Luar
Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi Provinsi
dan Fungsi Yang Mengikuti Kalbar
Pendidikan dan
Pelatihan
80101 1.0510 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang 15 15 70.000.000 15 75.000.000 15 80.000.000 45 225.000.000 Bidang Dalam dan
Perundang-Undangan yang mengikuti Sekretariat Luar
Sosialisasi Provinsi
Peraturan Kalbar
Perundang-
Undangan
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Tujuan, Sacaran | padaTahun Perangat ;
TUJUAN SASARAN Kode Program dan ! Program Pe awal Kondisi Kinerja pada Akhir Daerah Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Pegaanvegt?ng
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0511 Bimbingan Teknis Jumlah Orang 15 15 70.000.000 15 75.000.000 15 80.000.000 45 225.000.000 Bidang Dalam dan
Implementasi ‘Yang Mengikuti Sekretariat Luar
Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Provinsi
Undangan Implementasi Kalbar
Peraturan
Perundang-
Undangan
80101 1.06 Administrasi Umum Persentase 34,00 34,00 725.000.000 67,00 865.000.000 100,00 1.010.000.000 100,00 2.600.000.000 Bidang
Perangkat Daerah Terlaksana Sekretariat
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah
80101 1.06 01 Penyediaan Jumlah Paket 1 1 15.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 3 65.000.000 Bidang Pontianak
Komponen Instalasi Komponen Sekretariat
Listrik / Penerangan Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Yang disediakan
80101 1.06 02 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 1 75.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 245.000.000 Bidang Pontianak
dan Perlengkapan Peralatan dan Sekretariat
Kantor Perlengkapan
Kantor Yang
Disediakan
80101 1.06 03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 1 75.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 245.000.000 Bidang Pontianak
Rumah Tangga Peralatan Rumah Sekretariat
Tangga yang
disediakan
80101 1.06 04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 1 75.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 245.000.000 Bidang Pontianak
Logistik Kantor Bahan Logistik Sekretariat
Kantor Yang
Disediakan
80101 1.06 05 Penyediaan Barang Jumlah Paket 1 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 180.000.000 Bidang Pontianak
Cetakan dan Barang Cetakan Sekretariat
Penggandaan dan Penggandaan
Yang disediakan
80101 1.06 06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 2 2 15.000.000 2 20.000.000 2 30.000.000 6 65.000.000 Bidang Pontianak
Bacaan dan Bahan Bacaan Sekretariat
Peraturan Perundang- dan Peraturan
Undangan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
80101 1.06 07 Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 Bidang Pontianak
Material Bahan Material Sekretariat
Yang Disediakan
80101 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 12 30.000.000 12 40.000.000 12 50.000.000 36 120.000.000 Bidang Pontianak
Tamu Fasilitasi Sekretariat
Kunjungan
Laporan
80101 1.06 09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 12 12 200.000.000 12 250.000.000 12 300.000.000 36 750.000.000 Bidang Pontianak
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Sekretariat
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
80101 1.06 10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 1 1 110.000.000 1 150.000.000 1 170.000.000 3 430.000.000 Bidang Pontianak
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Sekretariat
Arsip Dinamis
Pada SKPD
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Jrr1Q|kalorsK|nerJa Datg CTapr?lan Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan UJug:‘égr:\Sn?rany Pl Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0611 Dukungan Jumlah Dokumen 1 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 Bidang Pontianak
Pelaksanaan Sistem Dukungan Sekretariat
Pemerintahan Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pelaksanaan
pada SKPD Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pada SKPD
80101 1.07 Pengadaan Barang Persentase 16,67 33,33 1.050.000.000 66,67 1.050.000.000 100,00 1.050.000.000 100,00 3.150.000.000 Bidang
Milik Daerah Terakomodirnya Sekretariat
Penunjang Urusan Pengadaan
Pemerintah Daerah Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
80101 1.0705 Pengadaan Mebel Jumlah Paket 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 Bidang Pontianak
Mebel yang Sekretariat
Disediakan
80101 1.0706 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 1 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 900.000.000 Bidang Pontianak
Dan Mesin Lainnya Peralatan Dan Sekretariat
Mesin Lainnya
Yang Disediakan
80101 1.0707 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset 0 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 Bidang Pontianak
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Sekretariat
yang Disediakan
80101 1.0708 Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 Bidang Pontianak
Berwujud Tak Berwujud yang Sekretariat
Disediakan
80101 1.07 10 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 Bidang Pontianak
dan Prasarana Sarana dan Sekretariat
Gedung Kantor atau Prasarana Gedung
Bangunan lainnya Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
80101 1.0711 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 Bidang Pontianak
dan Prasarana Sarana dan Sekretariat
Pendukung Gedung Prasarana
Kantor atau Pendukung
Bangunan lainnya Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
80101 1.08 Penyediaan Jasa Persentase 33,33 33,33 455.000.000 66,67 505.000.000 100,00 555.000.000 100,00 1.515.000.000 Bidang
Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Sekretariat
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
80101 1.0801 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 Bidang Pontianak
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Sekretariat
Surat Menyurat
80101 1.0802 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 3 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 9 450.000.000 Bidang Pontianak
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Sekretariat
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik Yang
Disediakan
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. o . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Tujuan, Sacaran | padaTahun Perangat ;
TUJUAN SASARAN Kode Program dan ! Program Pe awal Kondisi Kinerja pada Akhir Daerah Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Pegaa”vsgt?”g
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0803 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 Bidang Pontianak
Peralatan Dan Penyediaan Jasa Sekretariat
Perlengkapan Kantor Peralatan Dan
Perlengkapan
Kantor Yang
Disediakan
80101 1.08 04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 750.000.000 Bidang Pontianak
Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Sekretariat
Kantor Umum Kantor
Yang Disediakan
80101 1.09 Pemeliharaan Persentase 64,42 78,85 1.430.000.000 89,42 1.550.000.000 100,00 1.650.000.000 100,00 4.630.000.000 Bidang
Barang Milik Daerah Terpeliharanya Sekretariat
Penunjang Urursan Barang Milik
Pemerintahan Daerah
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
801011.0901 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 1 350.000.000 1 385.000.000 1 410.000.000 1 1.145.000.000 Bidang Pontianak
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Sekretariat
Pemeliharaan dan atau Kendaraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Perorangan Dinas Yang Dipelihara
atau Kendaraan dan Dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya
80101 1.09 02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 4 4 350.000.000 4 385.000.000 4 410.000.000 4 1.145.000.000 Bidang Pontianak
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Sekretariat
Pemeliharaan dan Operasional atau
Pajak Kendaraan lapangan Yang
Dinas Operasional Dipelihara dan
atau lapangan Dibayarkan
Pajaknya
80101 1.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel 0 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 30 150.000.000 Bidang Pontianak
yang Dipelihara Sekretariat
80101 1.09 06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 62 62 100.000.000 62 150.000.000 62 200.000.000 62 450.000.000 Bidang Pontianak
Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya Sekretariat
Lainnya yang Dipelihara
80101 1.09 07 Pemeliharaan Aset Terlaksananya 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Sekretariat
Tetap Lainnya
80101 1.0908 Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tak 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 Bidang Pontianak
Tak Berwujud Berwujud Yang Sekretariat
Dipelihara
80101 1.09 09 Pemeliharaan/ Jumlah Gedung 0 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 240.000.000 Bidang Pontianak
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sekretariat
Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
80101 1.09 10 Pemeliharaan/ Jumlah Sarana 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 Bidang Pontianak
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekretariat

dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tu]ugpégﬁzﬁ\ran, pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80101 1.0911 Pemeliharaan/ Jumlah Sarana 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 Bidang Pontianak
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekretariat
dan Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Gedung Kantor
Kantor atau atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi
80102 PROGRAM Persentase 26,08 41,49 7.225.000.000 53,35 3.675.000.000 77,65 4.200.000.000 77,65 15.100.000.000 Bidang
PENGUATAN Penguatan Dewangkasa
IDEOLOGI Ideologi
PANCASILA DAN Pancasila dan
KARAKTER Karakter
KEBANGSAAN Kebangsaan
80102 1.01 Perumusan Persentase 26,08 41,49 7.225.000.000 53,35 3.675.000.000 77,65 4.200.000.000 77,65 15.100.000.000 Bidang
Kebijakan Teknis Terlaksananya Dewangkasa
dan pemantapan Perumusan
pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis
ideologi Pancasila dan pemantapan
dan Karakter pelaksanaan
Kebangsaan Bidang ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
80102 1.0101 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang Pontianak
Kerja di Bidang Program Kerja di Dewangkasa
Ideologi Wawasan Bidang Ideologi
Kebangsaan, Bela Wawasan
Negara, Karakter Kebangsaan, Bela
Bangsa, Pembauran Negara, Karakter
Kebangsaan, Bhineka Bangsa,
Tunggal Ika dan Pembauran
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
disusun
80102 1.0102 Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 Bidang Pontianak
Teknis di Bidang Teknis di Bidang Dewangkasa
Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Bangsa,
Kebangsaan, Bhineka Pembauran
Tunggal Ika dan Kebangsaan,
Sejarah Kebangsaan Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun
80102 1.0103 Pelaksanaan Jumlah Orang 480 780 5.625.000.000 800 2.300.000.000 820 2.600.000.000 2400 10.525.000.000 Bidang Pontianak
Kebijakan  di yang Mengikuti Dewangkasa
Bidang Ideologi Pelaksanaan
Wawasan Kebijakan di
Kebangsaan, Bela Bidang Ideologi
Negara, Karakter Wawasan
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bhineka Negara, Karakter
Tunggal lka dan Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tuws:‘égsr:\sn?ram pad:mT::Pun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80102 1.0104 Pelaksanaan Jumlah Orang 250 280 625.000.000 300 250.000.000 300 250.000.000 880 1.125.000.000 Bidang Pontianak
Koordinasi di Bidang ‘Yang Mengikuti Dewangkasa
Ideologi Wawasan Koordinasi di
Kebangsaan, Bela Bidang Ideologi
Negara, Karakter Wawasan
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bhineka Negara, Karakter
Tunggal Ika dan Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran
Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan
80102 1.0105 Pelaksanaan Jumlah Laporan 0 4 325.000.000 4 375.000.000 6 450.000.000 14 1.150.000.000 Bidang Kab/Kota
Monitoring Evaluasi Hasil Monitoring Dewangkasa Se Kalbar
dan Pelaporan di Evaluasi dan
Bidang Ideologi Pelaporan di
Wawasan Bidang Ideologi
Kebangsaan, Bela Wawasan
Negara, Karakter Kebangsaan, Bela
Bangsa, Pembauran Negara, Karakter
Kebangsaan, Bhineka Bangsa,
Tunggal Ikadan Pembauran
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan,
Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan
80102 1.0106 Pembentukan dan Jumlah Dokumen 0 6 350.000.000 8 450.000.000 12 600.000.000 26 1.400.000.000 Bidang Kab/Kota
Penumbuhan Hasil Dewangkasa Se Kalbar
Karakter Keluarga Pembentukan dan
Melalui Peningkatan Penumbuhan

Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara

Karakter Keluarga
Melalui
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tujug:\o, Sr:S"":"an’ pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Daerah Lokasi
Kegiatan 9 Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Penanggung
(Outcome) dan Perencanaan Jawab
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80103 PROGRAM Persentase 13,33 30,77 631.020.000.000 44,73 10.800.000.000 44,73 9.400.000.000 44,73 651.220.000.000 Bidang Poldagri
PENINGKATAN Pemahaman
PERAN PARTAI terhadap
POLITIK DAN Pendidikan
LEMBAGA Politik, Etika dan
PENDIDIKAN Budaya Politik,
MELALUI Peningkatan
PENDIDIKAN Demokrasi,
POLITIK DAN Fasilitasi
PENGEMBANGAN Kelembagaan
ETIKA SERTA Pemerintahan,
BUDAYA POLITIK Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah Serta
Pemantauan
Situasi Politik
Daerah
80103 1.01 Perumusan Persentase 13,33 30,77 631.020.000.000 44,73 10.800.000.000 44,73 9.400.000.000 44,73 651.220.000.000 Bidang Poldagri
Kebijakan Teknis Terlaksananya
Dan Pemantapan Perumusan

Pelaksanaan Bidang
PendidikanPolitik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
PendidikanPolitik,
Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tu]ugpégﬁzﬁ\ran, pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80103 1.0101 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang Poldagri Pontianak
Kerja di Bidang Program Kerja di
Pendidikan Politik, Bidang Pendidikan
Etika Budaya Politik, Politik, Etika
Peningkatan Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan
Kelembagaan Demokrasi,
Pemerintahan, Fasilitasi
Perwakilan danPartai Kelembagaan
Politik, Pemilihan Pemerintahan,
UmunvPemilihan Perwakilan dan
Umum Kepala Partai Politik,
Daerah, serta Pemilihan
Pemantauan Situasi UmunvPemilihan
Politik di Daerah. Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah yang
Disusun
80103 1.0102 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 Bidang Poldagri Pontianak
Perumusan Kebijakan di Bidang
di Bidang Pendidikan Pendidikan Politik,
Politik, Etika Budaya Etika Budaya
Politik, Peningkatan Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan
Kelembagaan Demokrasi,
Pemerintahan, Fasilitasi
Perwakilan danPartai Kelembagaan
Politik, Pemilihan Pemerintahan,
UmunvPemilihan Perwakilan dan
Umum Kepala Partai Politik,
Daerah, Serta Pemilihan
Pemantauan Situasi UmunvPemilihan
Politik di Daerah. Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah yang
Disusun
80103 1.0103 Pelaksanaan Jumlah Orang 415 1800 630.000.000.000 415 10.000.000.000 425 8.500.000.000 2640 648.500.000.000 Bidang Poldagri Kab / Kota
Se Kalbar

Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
UmunvPemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah.

Yang Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tuws:‘égsr:\sn?ram pad:mT::Pun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80103 1.0104 Pelaksanaan Jumlah Orang 140 340 370.000.000 60 100.000.000 60 150.000.000 460 620.000.000 Bidang Poldagri Pontianak
Koordinasi di Bidang ‘Yang Mengikuti
Pendidikan Politik, Koordinasi di
Etika Budaya Politik, Bidang Pendidikan
Peningkatan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Budaya Politik,
Kelembagaan Peningkatan
Pemerintahan, Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Fasilitasi
Politik, Pemilihan Kelembagaan
Umum/Pemilihan Pemerintahan,
Umum Kepala Perwakilan dan
Daerah, Serta Partai Politik,
Pemantauan Situasi Pemilihan
Politik di Daerah UmunvPemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
80103 1.0105 Pelaksanaan Jumlah Laporan 7 14 350.000.000 14 400.000.000 14 450.000.000 14 1.200.000.000 Bidang Poldagri Kab / Kota
Monitoring, Evaluasi Hasil Monitoring, Se Kalbar
dan Pelaporan di Evaluasi dan
Bidang Pendidikan Pelaporan di
Politik, Etika Budaya Bidang Pendidikan
Politik, Peningkatan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Budaya Politik,
Kelembagaan Peningkatan
Pemerintahan, Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Fasilitasi
Politik, Pemilihan Kelembagaan
UmunvPemilihan Pemerintahan,
Umum Kepala Perwakilan dan
Daerah, Partai Politik,
SertaPemantauan Pemilihan
Situasi Politik di UmunvPemilihan
Daerah Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
80104 PROGRAM Persentase 35,44 57,01 1.600.000.000 78,58 1.330.000.000 97,07 1.400.000.000 97,07 4.330.000.000 Bidang KESBA
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dan Ormas
DAN PENGAWASAN dan Pengawasan
ORGANISASI Organisasi
KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan
80104 1.01 Perumusan Persentase 35,44 57,01 1.600.000.000 78,58 1.330.000.000 97,07 1.400.000.000 97,07 4.330.000.000 Bidang KESBA
Kebijakan Teknis Terlaksananya dan Ormas
dan Pemantapan Perumusan

Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tu]ugpégﬁzﬁ\ran, pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80104 1.0101 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Kerja Dibidang Program Kerja dan Ormas
Pendaftaran Ormas, Dibidang
Pemberdayaan Pendaftaran
Ormas, Evaluasi dan Ormas,
Mediasi Sengketa Pemberdayaan
Ormas, Pengawasan Ormas, Evaluasi
Ormas dan Ormas dan Mediasi
Asing di Daerah Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
yang Disusun
80104 1.0102 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Perumusan Kebijakan Dibidang dan Ormas
Dibidang Pendaftaran Pendaftaran
Ormas, Ormas,
Pemberdayaan Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi
Mediasi Sengketa dan Mediasi
Ormas, Pengawasan Sengketa Ormas,
Ormas dan Ormas Pengawasan
Asing di Daerah Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
yang Disusun
80104 1.0103 Pelaksanaan Jumlah Orang 230 140 840.000.000 140 400.000.000 140 400.000.000 420 1.640.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Kebijakan Dibidang Yang Mengikuti dan Ormas
Pendaftaran Ormas, Pelaksanaan
Pemberdayaan Kebijakan Dibidang
Ormas, Evaluasi dan Pendaftaran
Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Pemberdayaan
Ormas dan Ormas Ormas, Evaluasi
Asing di Daerah dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
80104 1.0104 Pelaksanaan Jumlah Orang 0 70 110.000.000 100 230.000.000 150 250.000.000 320 590.000.000 Bidang KESBA Pontianak

Koordinasi  Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing Di Daerah

Yang Mengikuti
Koordinasi
Dibidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

dan Ormas
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tu]ugpégﬁzﬁ\ran, pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80104 1.0105 Pelaksanaan Jumlah Laporan 0 14 350.000.000 14 400.000.000 14 450.000.000 14 1.200.000.000 Bidang KESBA Kab/Kota
Monitoring Evaluasi Hasil Monitoring, dan Ormas Se Kalbar
Dan Pelaporan Evaluasi dan
Dibidang Pendaftaran Pelaporan
Ormas, Dibidang
Pemberdayaan Pendaftaran
Ormas, Evaluasi dan Ormas,
MediasiSengketa Pemberdayaan
Ormas, Pengawasan Ormas, Evaluasi
Ormas dan Ormas dan Mediasi
Asing Di Daerah Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
80105 PROGRAM Persentase 0,09 0,32 1.325.000.000 0,55 1.700.000.000 0,78 1.750.000.000 0,78 4.775.000.000 Bidang KESBA
PEMBINAAN DAN Ketahanan dan Ormas
PENGEMBANGAN Ekonomi, Sosial
KETAHANAN dan Budaya
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
801051.01 Perumusan Persentase 0,09 0,32 1.325.000.000 0,55 1.700.000.000 0,78 1.750.000.000 0,78 4.775.000.000 Bidang KESBA
Kebijakan Teknis Terlaksananya dan Ormas
dan Pemantapan Perumusan
Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis
Ketahanan Ekonomi, dan Pemantapan
Sosial dan Budaya Pelaksanaan
Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya
801051.0101 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Kerja di Bidang Program Kerja di dan Ormas
Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan
Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial,
Fasilitasi Pencegahan Budaya dan
Penyalagunaan Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Pencegahan
Kerukunan Umat Penyalagunaan
Beragama dan Narkotika,
Penghayat Fasilitasi
Kepercayaan di Kerukunan Umat
Daerah Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
Disusun
80105 1.0102 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 Bidang KESBA Pontianak

Perumusan Kebijakan
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budayadan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

di Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
Disusun

dan Ormas
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tuws:‘égsr:\sn?ram pad:mT::Pun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80105 1.0103 Pelaksanaan Jumlah Orang 320 250 425.000.000 450 750.000.000 450 750.000.000 1150 1.925.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Kebijakan di Bidang yang Mengikuti dan Ormas
Ketahanan Ekonomi, Pelaksanaan
Sosial, Budaya dan Kebijakan di
Fasilitasi Pencegahan Bidang Ketahanan
Penyalagunaan Ekonomi, Sosial,
Narkotika, Fasilitasi Budaya dan
Kerukunan Umat Fasilitasi
Beragama dan Pencegahan
Penghayat Penyalagunaan
Kepercayaan di Narkotika,
Daerah Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
801051.0104 Pelaksanaan Jumlah Orang 200 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 300 750.000.000 Bidang KESBA Pontianak
Koordinasi di Bidang Yang Mengikuti dan Ormas
Ketahanan Ekonomi, Koordinasi di
Sosial, Budaya dan Bidang Ketahanan
Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial,
Penyalagunaan Budaya dan
Narkotika, Fasilitasi Fasilitasi
Kerukunan Umat Pencegahan
Beragama dan Penyalagunaan
Penghayat Narkotika,
Kepercayaan di Fasilitasi
Daerah Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
80105 1.0105 Pelaksanaan Jumlah Laporan 0 14 350.000.000 14 400.000.000 14 450.000.000 42 1.200.000.000 Bidang KESBA Kab/Kota
Monitoring, Evaluasi Hasil Monitoring, dan Ormas Se Kalbar

dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
KerukunanUmat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tu]ugpégﬁzﬁ\ran, pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80106 PROGRAM Persentase 13,98 32,62 3.620.500.000 51,26 4.075.000.000 69,90 4.775.000.000 69,90 12.470.500.000 Bidang KNPK
PENINGKATAN Kelompok
KEWASPADAAN Masyarakat yang
NASIONAL DAN diberikan
PENINGKATAN pemahaman
KUALITAS DAN terhadap upaya
FASILITASI meningkatkan
PENANGANAN peran masyarakat
KONFLIKSOSIAL dalam
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial di
Provinsi
Kalimantan Barat
80106 1.01 Perumusan Persentase 13,98 32,62 3.620.500.000 51,26 4.075.000.000 69,90 4.775.000.000 69,90 12.470.500.000 Bidang KNPK
Kebijakan Teknis Terlaksananya
dan Pelaksanaan Perumusan
Pemantapan Kebijakan Teknis
Kewaspadaan dan Pelaksanaan
Nasional dan Pemantapan
Penanganan Konflik Kewaspadaan
Sosial Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
80106 1.0101 Penyusunan Program Jumlah Dokumen 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Bidang KNPK Pontianak
Kerja di Bidang Program Kerja di
Kewaspadaan Dini, Bidang
Kerjasama Intelijen, Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang Kerja Sama
Asing, Tenaga Kerja Intelijen,
Asingdan Lembaga Pemantauan
Asing, Kewaspadaan Orang Asing,
Perbatasan Antar Tenaga Kerja
Negara, Fasilitasi Asing dan
Kelembagaan Bidang Lembaga Asing,
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan
Penanganan Konflik Perbatasan Antar
di Daerah Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tuws:‘égsr:\sn?ram pad:mT::Pun Kondisi Kinerja pada Akhir Pe:aanera}:m Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaan Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Jav?agb 9
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80106 1.0102 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 Bidang KNPK Pontianak
Perumusan Kebijakan di Bidang
di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerjasama Intelijen, Intelijen,
Pemantauan Orang Pemantauan
Asing, Tenaga Kerja Orang Asing,
Asing dan Lembaga Tenaga Kerja
Asing, Kewaspadaan Asing dan
Perbatasan Antar Lembaga Asing,
Negara, Fasilitasi Kewaspadaan
Kelembagaan Bidang Perbatasan Antar
Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi
Penanganan Konflik Kelembagaan
di Daerah Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun
80106 1.0103 Pelaksanaan Jumlah Orang 80 335 595.000.000 400 450.000.000 450 550.000.000 1185 1.595.000.000 Bidang KNPK Pontianak
Kebijakan di Bidang Yang Mengikuti
Kewaspadaan Dini, Pelaksanaan
Kerja sama Intelijen, Kebijakan di
Pemantauan Orang Bidang
Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan Dini,
Asing dan Lembaga Kerja Sama
Asing, Kewaspadaan Intelijen,
Perbatasan Antar Pemantauan
Negara, Fasilitasi Orang Asing,
Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja
Kewaspadaan, serta Asing dan
Penanganan Konflik Lembaga Asing,
di Daerah Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
80106 1.0104 Pelaksanaan Jumlah Orang 320 360 375.500.000 450 425.000.000 500 475.000.000 1310 1.275.500.000 Bidang KNPK Pontianak

Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

Yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian Perangkat
TUJUAN SASARAN Kode Program dan Tujug:\o, Sr:S"":"an’ pad:\;:lhun Kondisi Kinerja pada Akhir Daerah Lokasi
Kegiatan 9 Tahun 2024 (Tahun ke-2) Tahun 2025 (Tahun ke-3) Tahun 2026 (Tahun ke-4) Periode Renstra Perangkat Penanggung
(Outcome) dan Perencanaan Jawab
Kegiatan (Output) (2022) Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80106 1.01 05 Pelaksanaan Jumlah Laporan 0 14 350.000.000 14 400.000.000 14 450.000.000 42 1.200.000.000 Bidang KNPK Kab/Kota

Monitoring, Evaluasi Hasil Monitoring, Se Kalbar
dan Pelaporan di Evaluasi dan
Bidang Kewaspadaan Pelaporan di
Dini, Kerjasama Bidang
Intelijen, Pemantauan Kewaspadaan Dini,
Orang Asing, Tenaga Kerja Sama
Kerja Asing dan Intelijen,
Lembaga Asing, Pemantauan
Kewaspadaan Orang Asing,
Perbatasan Antar Tenaga Kerja
Negara, Fasilitasi Asing dan
Kelembagaan Bidang Lembaga Asing,
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan
Penanganan Konflik Perbatasan Antar
di Daerah Negara, Fasilitasi

Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta Penanganan

Konflik di Daerah

80106 1.01 06 Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen 4 4 2.000.000.000 4 2.500.000.000 4 3.000.000.000 12 7.500.000.000 Bidang KNPK Pontianak

Koordinasi
PimpinanDaerah
Provinsi

Hasil Pelaksanaan
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Provinsi
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen
Renstra Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 telah diselaraskan
dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026. Hal tersebut telah
diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan
perundang-undangan, Badan Kesbangpol memiliki tanggungjawab untuk
melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian
indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas.

Adapun indikator sasaran yang telah di tetapkan oleh perangkat daerah Badan
Kesbangpol yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 11 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2024-2026

Kondisi Kinerja

pada awal Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator periode RPD pada akhir
periode RPD
Tahun-n Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
1 2 3 4 5 6 9
1. Indeks Pemahaman terhadap 17,85 32,61 44,59 58,44 58,44
Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Persentase Penguatan Ideologi 26,08 41,49 53,35 77,47 77,65
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
3. Persentase Pemahaman 13,33 30,77 44,73 44,73 44,73

terhadap Pendidikan Politik, Etika
dan Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah Serta
Pemantauan Situasi Politik
Daerah

67|Renstra Tahun 2024-2026



Kondisi Kinerja

SAKIP

_ pada awal Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator periode RPD pada akhir
periode RPD
Tahun-n Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
1 2 3 4 5 6 9
4, Persentase Pemberdayaan dan 35,44 57,01 78,58 97,07 97,07
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
5. Persentase Ketahanan Ekonomi, 0,09 0,32 0,55 0,78 0,78
Sosial dan Budaya
7. Persentase Kelompok 13,98 32,62 51,26 69,90 69,90
Masyarakat yang diberikan
pemahaman terhadap upaya
meningkatkan peran masyarakat
dalam Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Sosial di
Provinsi Kalimantan Barat
8 Meningkatnya Predikat RB dan B (64) B (66,10) B (68,10) BB (70,20) BB (70,20)
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BAB Vill PENUTUP

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ProvinsiKalimantan
Barat Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pada masa transisi yang
menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan
dalam periode tahun 2024-2026, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut
merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan
menjadi folok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2024-
2026. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini.
maka setiap Bidang dan Sekretariat dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman
dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pada periode 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dimaksud sangat
ditentukan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya
segenap jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik provinsi Kalimantan Barat dan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi
semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian
sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, baik secara individual
maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak
serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan
dengan baik.

Pontianak, Juli 2023
KEPALA BADAN KES, BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NTAN BARAT
Drs. MANTO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19670221 198603 1 004
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